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Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Menganalisis informasi yang terkait dengan implementasi GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; (2) Menganalisis informasi tentang kinerja keuangan dari aspek GPG jika dilihat dari asas transparansi dan asas akuntabilitas; (3) Menganalisis informasi tentang keunggulan dari GPG pada pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; (4) Menganalisis informasi tentang kendala yang dihadapi selama proses penerapan GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; dan (5) Mengumpulkan solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penerapan GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini yaitu Kepala Unit Kepesertaan BPJS Kesehatan Surakarta, Dokter Keluarga, Kepala Puskesmas Ngoresan, Kepala Puskesmas Pucang Sawit dan Peserta JKN. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, perekaman, catatan pengamatan deskriptif, dan penelusuran data online. Sumber data berasal dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2016). Teknik analisis data menggunakan model miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi sumber, teknik dan waktu digunanakan untuk validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai kendala berikut: (1) Prosedur Pendaftaran yang masih lama; (2) Masih ada keluhan dan pengaduan mengenai pelayanan di Faskes; dan (3) Pola Pikir Masyarakat.
Kata Kunci: Good Public Governance, Implementasi, JKN


ABSTRACT
This study was conducted with the objectives of: (1) Analyzing information related to the implementation of GPG in the JKN Program at BPJS Kesehatan Surakarta; (2) Analyzing information about the financial performance of the GPG aspect when viewed from the principles of transparency and accountability; (3) Analyzing information about the advantages of GPG in the JKN Program at BPJS Kesehatan Surakarta; (4) Analyzing information about the obstacles faced during the process of implementing GPG in the JKN Program at BPJS Kesehatan Surakarta; and (5) Collecting solutions that can be taken to overcome the obstacles faced during the process of implementing GPG in the JKN Program at BPJS Kesehatan Surakarta. This study is a qualitative descriptive study. The subjects of this study were the Head of the BPJS Kesehatan Surakarta Membership Unit, Family Doctor, Head of the Ngoresan Health Center, Head of the Pucang Sawit Health Center and JKN Participants. Data collection techniques used include observation, interviews, documentation, recording, descriptive observation notes, and online data searches. Data sources come from primary data (interview results) and secondary data (BPJS Kesehatan financial reports in 2016). Data analysis techniques using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. Triangulation of sources, techniques and time is used for data validity. The results of the study indicate that the implementation of GPG in the JKN Program at BPJS Kesehatan Surakarta has not been implemented optimally. This is due to the following obstacles: (1) The registration procedure is still long; (2) There are still complaints and complaints regarding services at health facilities; and (3) Community Mindset.
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PENDAHULUAN
Salah satu pelayanan publik yang sampai saat ini masih menjadi isu publik di Indonesia adalah pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hardiyansyah (2011), menyatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan.
Seiring dengan dimulainya program JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri 
dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pelayanan kesehatan di era JKN diharapkan menjadi terstruktur dan berjenjang, peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP). Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis (Kemenkes RI, 2013).
Dalam menjalankan pelayanan program JKN yang baik dengan berbasis Good Publik Governance, BPJS Kesehatan Surakarta dituntut untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan pelayanan publik yang berbasis Good Publik Governance melalui program JKN ini. Peran pegawai, prosedur administrasi, serta sarana dan prasarana akan sangat berpengaruh pada pelayanan kepesertaan JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Surakarta. Bersumber pada data jumlah cakupan peserta per Juni 2017 di atas total peserta 446.098 jiwa dari 558.698 jumlah penduduk, menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan Kota Surakarta telah mengkaver sebanyak 79.85%. Namun, dengan tingkat cakupan peserta yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwasanya masih banyak yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN, masih tingginya persoalan-persoalan mengenai keluhan peserta pada pelayanan yang diberikan oleh faskes menjadi faktor utama penghambat keberhasilan program JKN.
Dalam berita yang diunggah oleh joglo semar pada Rabu, 16/11/2016 dalam beritanya “Protes yang dilakukan oleh Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo terhadap rumah sakit yang menelantarkan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dianggap sebagai cerminan atas sejumlah celah dari program tersebut”. Sebenarnya keberadaan program BPJS Kesehatan sudah cukup baik untuk pengentasan kemiskinan masyarakat. Hanya saja, di sisi lain fasilitas pendukung yang tersedia, iramanya tak sejalan dengan semangat itu. Kemudian disambung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta Asih Sunjoto Putro mengatakan, harus ada kesetaraan pelayanan terhadap pasien baik non-BPJS atau BPJS. Meski demikian, kondisi pasien bersangkutan harus menjadi bahan pertimbangan prioritas layanan (https://joglosemar.com diakses pada 11 Januari 2017).
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk menganalisis informasi yang terkait dengan implementasi GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; (2) Untuk menganalisis informasi tentang kinerja keuangan dari aspek GPG jika dilihat dari asas transparansi dan asas akuntabilitas; (3) Untuk menganalisis informasi tentang keunggulan dari GPG pada pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; (4) Untuk menganalisis informasi tentang kendala yang dihadapi selama proses penerapan GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta; dan (5) Untuk mengumpulkan solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penerapan GPG pada Program JKN di BPJS Kesehatan Surakarta.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Stedwardship (Stewardship Theory)
Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku principals sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi BPJS Kesehatan sebagai suatu lembaga penyelenggara JKN yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan program Jaminan Kesehatan Nasional terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
B. Teori Transparansi
Lalolo (2003 : 13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:
1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat berkaitan dengan sosialisasi program JKN.
3) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Program JKN.
C. Teori Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity and Legality) yang pelaksaannya didasarkan atas hukum, dimana pelaksanaan program JKN dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika Badan Penyelenggara dan Fasilitas kesehatan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program JKN maka mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterkaitan teori akuntabilitas dengan penelitian ini, BPJS Kesehatan Surakarta sebagai badan penyelenggara layanan publik yang bertugas mensejahterakan masyarakat dalam pelayanan program JKN dengan cara memenuhi aspek akuntabilitas atau pertanggungjelasan dalam memimpin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.
D. Good Public Governance
Sedarmayanti (2013:275) mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut: “Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia tahun 2008, menekankan bahwa setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
E. Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara serentak sebagai wujud pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan kepada seluruh orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang berdasarkan pada undang-undang. 
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. menurut Sugiyono (2014), “Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti berkedudukan sebagai intrumen kunci”. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam penelitian  ini, Kepala Unit Kepesertaan BPJS Kesehatan Surakarta, Dokter Keluarga, Kepala Puskesmas Ngoresan, Kepala Puskesmas Pucang Sawit dan Peserta JKN sebagai instrument utama dengan instrumen bantu berupa handphone, scanner dan printer untuk mendokumentasikan hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.
Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Perekaman, Catatan Pengamatan dan Penelusuran Data Online merupakan teknik yang digunakan dalam Teknik pengumpulan data menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu, yang kemudian dianalisis dengan konsep dari Miles dan Hurberman yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Mengambil Kesimpulan (verifikasi).
HASIL PENELITIAN
Implementasi good public governance pada program Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan good public governance namun belum secara maksimal. Masih adanya keluhan dan pengaduan atas prosedur pelayanan yang terlalu lama dari BPJS Kesehatan mengartikan bahwa pedoman Asas Kewajaran dan Kesetaraan good public governance belum dilaksanakan secara maksimal. Informasi tentang kinerja keuangan dari aspek Good Public Governance dilihat dari asas transparansi dan asas akuntabilitas BPJS Kesehatan Cabang Surakarta tidak membuat laporan keuangan dikarenakan BPJS Kesehatan Cabang hanya membuat rekap alokasi anggaran dan realisasi biaya. Transparansi data BPJS Kesehatan tidak berarti semua data dapat dikonsumsi publik terutama masalah keuangan, riwayat kesehatan dan row data peserta. Kinerja Pengelolaan Program BPJS Kesehatan di publikasikan pada website BPJS Kesehatan Pusat yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas dan Kinerja Pengelolaan Program. BPJS Kesehatan Pusatlah yang mempublikasikannya.
Keunggulan menerapkan pedoman pelaksanaan good public governance pada program Jaminan Kesehatan Nasional yakni sebagai berikut:
1) Keluhan dan Pengaduan berkurang karena dengan menerapkan asas akuntabilitas BPJS Kesehatan dapat mengatasi keluhan dan pengaduan secara cepat, tuntas serta transparan.
2) Pengambilan Kebijakan Tepat karena dengan menerapkan asas transaparansi masyarakat dapat mengakses semua informasi yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan melalui website BPJS Kesehatan.
3) Adanya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat juga digunakan untuk Memonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan digunakan sebagai evaluasi kinerja agar lebih efektif.
4) Asas-asas good public governance yang telah tercapai mengartikan bahwa misi membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan pemenuhan kewajiban lebih baik serta maksimal. 
Kendala – kendala yang menjadi faktor penghambat tersebut meliputi:
1) Permasalahan prosedur pendaftaran yang masih lama
BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima. Selanjutnya, rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan juga terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tak bisa ke faskes lain meski sama-sama bekerja sama dengan BPJS. Keterbatasan itu menyulitkan seseorang jika berada di tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan pertama yang ditunjuknya.
2) Masih ada keluhan atau pengaduan mengenai pelayanan di BPJS Kesehatan maupun Faskes. Keluhan dan pengaduan yang diajukan masyarakat sebagai celah bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional masih belum sepenuhnya mencapai good public governance. Fakta penelitian yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa faskes yang kurang mengoptimalkan pelayanannya. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berbagai pihak belum melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pihak yang melakukan monev yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes), belum sepenuhnya dapat menerapkan pedoman pelaksanaan program JKN.
3) Pola fikir masyarakat
Faktor pola fikir ini yang menjadikan masyarakat sulit untuk diajak dalam kemajuan. Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan arti penting kesehatan yang merupaakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi seta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat akan terbuka jika mereka sudah mengalami jatuh sakit dan bingung akan biaya yang besar untuk berobat.
Solusi yang ditempuh untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, yaitu:
1) Memperbaiki standar pelayanan BPJS Kesehatan
Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan perbaikan pelayanan seperti dalam pelayanan bagi masyarakat yang belum paham teknologi, dapat mendatangi langsung kantor BPJS untuk mendapatkan informasi dan mengetahui prosedur pendaftaran. Selain itu, kepuasan juga didapat karena dapat menanyakan langsung kepada petugas yang bersangkutan. Sistem pendaftaran secara online merupakan salah satu cara dalam mengurangi antrian yang panjang di BPJS Kesehatan dinilai lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.
2) Sosialisasi rutin kepada masyarakat
Sosialisasi merupakan aktivitas yang penting untuk mendpatkan seluruh manfaat dari informasi yang diberikan, terkait dengan cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dapat diketahui oleh masyarakat. Setiap ada perubahan prosedur ataupun kebijakan hendaknya diikuti oleh sosialisasi. Kendala yang terjadi di lapangan bisa jadi disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pada masyarakat.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan Surakarta. Namun, perlu diperhatikan apakah masyarakat sudah memahami konsep JKN, sistem pendanaan, kemanfaatan bagi masyarakat maupun tata cara pelayanannya.
3) Evaluasi kinerja pada pelayanan BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Peran BPJS Kesehatan disini yaitu dengan mengupayakan peningkatan kerjasama (Aspek Kualitas) yang terdiri dari:
a) Komitmen kerjasama dengan faskes yakni: 
· Sebelum penandatanganan PKS, dilakukan pembahasan klausul-klausul kontak serta penegasan komitmen Faskes terhadap isi kontrak, misalnya dalam hal tidak akan menarik iur biaya.
· Melakukan re-assesment pemenuhan kredensialing Faskes secara rutin setiap 6 (enam) bulan.
b) Pelaksanaan Walk Through Audit (WTA) kepada peserta yang mendapatkan layanan di Fasilitas Kesehatan
· Mendapatkan umpan balik layanan Faskes yang diterima oleh Peserta khususnya dari dimensi kualitas.
· Kriteria yang dinilai adalah administrasi (waktu tunggu, alur pelayanan, iur biaya), pelayanan (ketepatan jadwal, keramahan) dan sarana.
· Peningkatan akses layanan melalui penguatan rujukan berjenjang
· Rujukan pelayanan kesehatan didasarkan kompetensi (ketersediaan layanan) yang dimiliki Faskes
· Tidak dibatasi oleh wilayah administrative
· Mengembangkan aplikasi Aplicare (Aplikasi Pencarian Faskes) untuk memudahkan peserta JKN dalam mencari faskes terdekat sesuai lokasi setempat, memberikan informasi profit singkat tentang faskes dan memudahkan FKTP dalam merujuk pasien sesuai kompetensi FKRTL
KESIMPULAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melaksanakan pedoman good public governance tetapi belum secara maksimal. BPJS Kesehatan Surakarta tidak memberikan informasi tentang kinerja keuangan dikarenakan BPJS Kesehatan Cabang hanya membuat rekap alokasi anggaran dan realisasi biaya.
Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan informasi terkait dengan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya terkait dengan jumlah informan penelitian. Data observasi yang diperoleh belum semua mencakup semua pihak stakeholder yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yakni Rumah Sakit sebagai Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan. Observasi pada Rumah Sakit diperlukan untuk mengamati pelayanan yang diberikan pihak RS kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Metoda wawancara yang digunakan penulis belum mencakup semua pihak stakeholder yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yakni Dinas Kesehatan. Wawancara Dinas Kesehatan Surakarta diperlukan untuk mengkonfirmasi kinerja BPJS Kesehatan.
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